
Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015 

 

63 

 

PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA 

TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2013 

TENTANG SISTEM PERADILAN  

PIDANA ANAK
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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pemberlakuan sanksi 

pidana dalam perkara anak menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dan bagaimana 

pemberlakuan sanksi tindakan yang dapat 

dikenakan pada anak  menurut Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Dengan menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 1. Pemberlakuan 

sanksi pidana dalam perkara anak menurut 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 

sistem peradilan pidana anak, yaitu pidana 

pokok berupa pidana peringatan; pidana 

dengan syarat yang terdiri dari: (pembinaan di 

luar lembaga; pelayanan masyarakat atau 

pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan 

dalam lembaga, dan penjara. Pidana tambahan 

terdiri atas: perampasan keuntungan yang 

diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan 

kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil 

diancam pidana kumulatif berupa penjara dan 

denda, pidana denda diganti dengan pelatihan 

kerja. 2.Pemberlakuan sanksi tindakan yang 

dapat dikenakan pada anak menurut sistem 

peradilan pidana anak menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak 

meliputi: pengembalian kepada orang tua/Wali; 

penyerahan kepada seseorang; perawatan di 

rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban 

mengikuti pendidikan formal dan/atau 

pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau 

badan swasta; pencabutan surat izin 

mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak 

pidana. Tindakan sebagaimana dimaksud 

perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti 
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pendidikan formal dan/atau pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 

pencabutan surat izin mengemudi dikenakan 

paling lama 1 (satu) tahun. Semua sanksi 

Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum 

dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 

7 (tujuh) tahun. 

Kata kunci: Sanksi pidana, anak, sistem 

peradilan. 

 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kecenderungan meningkatnya kualitas 

maupun kuantitas pelangaran baik terhadap 

ketertiban umum maupun pelanggaran 

terhadap ketentuan undang-undang oleh 

pelaku-pelaku muda usia atau dengan 

perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja 

yang mengarah kepada tindakan kriminal, 

mendorong kita semua untuk lebih banyak 

memberi perhatian akan penanggulangan serta 

penanganannya; khususnya di bidang hukum 

pidana (Anak), beserta hukum acaranya. Hal ini 

erat hubungannya dengan perlakuan khusus 

terhadap pelaku tindak pidana yang masih 

muda usianya. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Pasal 1 angka 3: Anak yang 

Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya 

disebut Anak adalah anak yang telah berumur 

12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana. Ilmu hukum pidana, istilah 

tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa 

Belanda Strafbaarfeit yang merupakan istilah 

resmi dalam Wetboek Van Starfrecht yang telah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai 

saat sekarang ini. Disamping istilah tindak 

pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu 

perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, 

namun demikian, perbedaan-perbedaan 

tersebut tidaklah mempunyai arti yang 

mendasar. Menurut Mardani pada hakikatnya 

yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, 
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sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah 

berbeda.
3
 

Penjelasan Atas Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang 

Pengesahan Convention Against Torture And 

Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment 

or Punishment (Konvensi Menetang Penyiksaan 

Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang 

Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan 

Martabat Manusia) secara umum ditegaskan 

bahwa pada tanggal 9 Desember 1975 Majelis 

Umum Perserikatan bangsa-bangsa telah 

menerima Deklarasi tentang Perlindungan 

Semua orang dari Penyiksaan dan Perlakuan 

atau Penghukuman yang Kejam, Tidak 

Manusiawi, atau Merendahkan Martabat 

Manusia.  Prinsip perlindungan hukum 

terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi 

Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the 

Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh 

pemerintah Republik Indonesia dengan 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 

tentang Pengesahan Convention on the Rights 

of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
4
  

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak 

ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, 

yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang 

dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai 

tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah 

mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 

dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi 

tindakan dan pidana.
5
 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1.  Bagaimanakah pemberlakuan sanksi 

pidana dalam perkara anak menurut 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ? 

2.  Bagaimanakah pemberlakuan sanksi 

tindakan yang dapat dikenakan pada 

anak  menurut Sistem Peradilan Pidana 

Anak ? 

 

C. METODE PENELITIAN 

                                                           
3
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Metode penelitian yuridis normatif 

digunakan untuk penyusunan Skripsi ini. 

Identifikasi dan inventarisir data sekunder 

seperti bahan-bahan hukum dilakukan melalui 

studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang 

dikumpulkan yaitu bahan hukum primer seperti 

peraturan perundang-undangan seperti 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan 

Perundang-Undangan Lainnya. Bahan hukum 

sekunder, yaitu: literatur-literatur dan karya 

ilmiah hukum dan Bahan hukum tersier, yaitu: 

kamus hukum yang digunakan untuk 

menjelaskan istilah dan pengertian yang 

dipergunakan. 

 

PEMBAHASAN 

A.  Pemberlakuan Sanksi Pidana Dalam 

Perkara Anak Menurut Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak   

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, mengatur mengenai Pidana Dan 

Tindakan. Bagian Kesatu Umum. Pasal 69 ayat: 

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau 

dikenai tindakan berdasarkan ketentuan 

dalam Undang-Undang ini. 

(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) 

tahun hanya dapat dikenai tindakan. 

Pasal 70: Ringannya perbuatan, keadaan 

pribadi Anak, atau keadaan pada waktu 

dilakukan perbuatan atau yang terjadi 

kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan 

hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau 

mengenakan tindakan dengan 

mempertimbangkan segi keadilan dan 

kemanusiaan.  

Bagian Kedua Pidana. Pasal 71 ayat: 

(1)  Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. 

pidana peringatan; b. pidana dengan 

syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) 

pelayanan masyarakat; atau 3) 

pengawasan. c. pelatihan kerja; d. 

pembinaan dalam lembaga; dan e. 

penjara. 

(2)  Pidana tambahan terdiri atas: a. 

perampasan keuntungan yang diperoleh 
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dari tindak pidana; atau b. pemenuhan 

kewajiban adat. 

(3)  Apabila dalam hukum materiil diancam 

pidana kumulatif berupa penjara dan 

denda, pidana denda diganti dengan 

pelatihan kerja. 

(4)  Pidana yang dijatuhkan kepada Anak 

dilarang melanggar harkat dan martabat 

Anak. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk 

dan tata cara pelaksanaan pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf (b) Yang 

�]u�l�µ�� ��vP�v� ^l�Á�i]��v� ����_� ���o�Z�

denda atau tindakan yang harus dipenuhi 

berdasarkan norma adat setempat yang tetap 

menghormati harkat dan martabat Anak serta 

tidak membahayakan kesehatan fisik dan 

mental Anak.  Pasal 72 Pidana peringatan 

merupakan pidana ringan yang tidak 

mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. 

Pasal 73 ayat: 

(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh 

Hakim dalam hal pidana penjara yang 

dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. 

(2) Dalam putusan pengadilan mengenai 

pidana dengan syarat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat 

umum dan syarat khusus. 

(3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan 

tindak pidana lagi selama menjalani masa 

pidana dengan syarat. 

(4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak 

melakukan hal tertentu yang ditetapkan 

dalam putusan hakim dengan tetap 

memperhatikan kebebasan Anak. 

(5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih 

lama daripada masa pidana dengan syarat 

umum. 

(6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

lama 3 (tiga) tahun. 

(7) Selama menjalani masa pidana dengan 

syarat, Penuntut Umum melakukan 

pengawasan dan Pembimbing 

Kemasyarakatan melakukan pembimbingan 

agar Anak menempati persyaratan yang 

telah ditetapkan. 

(8) Selama Anak menjalani pidana dengan 

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 

(sembilan) tahun. 

Penjelasan Pasal 73 ayat (6): Jangka waktu 

dalam ketentuan ini merupakan masa 

percobaan. 

Pasal 74: Dalam hal Hakim memutuskan 

bahwa Anak dibina di luar lembaga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) 

huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan 

dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.  

Pasal 75 ayat: 

(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat 

berupa keharusan: a. mengikuti program 

pembimbingan dan penyuluhan yang 

dilakukan oleh pejabat pembina; b. 

mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c. 

mengikuti terapi akibat penyalahgunaan 

alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya. 

(2) Jika selama pembinaan anak melanggar 

syarat khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina 

dapat mengusulkan kepada hakim 

pengawas untuk memperpanjang masa 

pembinaan yang lamanya tidak melampaui 

maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan 

yang belum dilaksanakan. 

Penjelasan Pasal 75 ayat (1) huruf a Yang 

�]u�l�µ�� ��vP�v� ^��i����� ��u�]v�_� ���o�Z�

petugas yang mempunyai kompetensi di bidang 

yang dibutuhkan oleh Anak sesuai dengan 

asesmen Pembimbing Kemasyarakatan. 

Pasal 76 ayat: 

(1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan 

pidana yang dimaksudkan untuk mendidik 

Anak dengan meningkatkan kepeduliannya 

pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. 

(2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau 

sebagian kewajiban dalam menjalankan 

pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan 

yang sah, pejabat pembina dapat 

mengusulkan kepada hakim pengawas 

untuk memerintahkan Anak tersebut 

mengulangi seluruh atau sebagian pidana 

pelayanan masyarakat yang dikenakan 

terhadapnya. 
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(3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak 

dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan 

paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. 

Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Yang dimaksud 

d�vP�v� ^��o�Ç�v�v� u��Ç���l��_� ���o�Z�

kegiatan membantu pekerjaan di lembaga 

pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. 

Bentuk pelayanan masyarakat misalnya 

membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim 

piatu di panti dan membantu administrasi 

ringan di kantor kelurahan. 

Pasal 77 ayat: 

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan 

kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 

3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. 

(1) Dalam hal Anak dijatuhi pidana 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Anak ditempatkan di bawah 

pengawasan Penuntut Umum dan 

dibimbing oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan. 

Penjelasan Pasal 77 ayat (1) Yang dimaksud 

��vP�v� ^�]��v�� ��vP�Á���v_� ���o�Z� �]��v��

yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni 

pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut 

Umum terhadap perilaku Anak dalam 

kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan 

pemberian bimbingan yang dilakukan oleh 

Pembimbing Kemasyarakatan. 

Pasal 78 ayat: 

(1)  Pidana pelatihan kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c 

dilaksanakan di lembaga yang 

melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai 

dengan usia Anak. 

(2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling 

singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 

(satu) tahun. 

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Yang dimaksud 

��vP�v�^o�u��P��Ç�vP�u�o�l��v�l�v���o��]Z�v�

l��i�_� �v����� o�]v� ��o�]� o��]Z�v� l��i�U� o�u��P��

pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, 

oleh kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. 

Pasal 79 ayat: 

(1) Pidana pembatasan kebebasan 

diberlakukan dalam hal Anak melakukan 

tindak pidana berat atau tindak pidana 

yang disertai dengan kekerasan. 

(2)  Pidana pembatasan kebebasan yang 

dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 

(satu perdua) dari maksimum pidana 

penjara yang diancamkan terhadap orang 

dewasa. 

(3)  Minimum khusus pidana penjara tidak 

berlaku terhadap Anak. 

(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam 

KUHP berlaku juga terhadap Anak 

sepanjang tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang ini. 

Penjelasan Pasal 79 ayat (2) Yang dimaksud 

��vP�v� ^u�l�]uµu� �v��u�v� �]��v�� ��vi����

��P]� }��vP� ��Á���_� ���o�Z� u�l�]uµu�

ancaman pidana penjara terhadap tindak 

pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

atau undang-undang lainnya. 

Pasal 80 ayat: 

(1)  Pidana pembinaan di dalam lembaga 

dilakukan di tempat pelatihan kerja atau 

lembaga pembinaan yang 

diselenggarakan, baik oleh pemerintah 

maupun swasta. 

(2)  Pidana pembinaan di dalam lembaga 

dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan 

Anak tidak membahayakan masyarakat. 

(3)  Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan 

paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(4)  Anak yang telah menjalani 1/2 (satu 

perdua) dari lamanya pembinaan di dalam 

lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) 

bulan berkelakuan baik berhak 

mendapatkan pembebasan bersyarat. 

Pasal 81 ayat: 

(1)  Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA 

apabila keadaan dan perbuatan Anak akan 

membahayakan masyarakat. 

(2)  Pidana penjara yang dapat dijatuhkan 

kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) 

dari maksimum ancaman pidana penjara 

bagi orang dewasa. 

(3)  Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai 

Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. 

(4)  Anak yang telah menjalani 1/2 (satu 

perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA 

dan berkelakuan baik berhak 

mendapatkan pembebasan bersyarat. 
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(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya 

digunakan sebagai upaya terakhir. 

(6)  Jika tindak pidana yang dilakukan Anak 

merupakan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup, pidana yang dijatuhkan 

adalah pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun. 

   

B. Pemberlakuan Sanksi Tindakan Yang Dapat 

Dikenakan Pada Anak  Menurut Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, mengatur mengenai Tindakan, Pasal 82 

ayat: 

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada 

Anak meliputi: a. pengembalian kepada 

orang tua/Wali; b. penyerahan kepada 

seseorang; c. perawatan di rumah sakit 

jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban 

mengikuti pendidikan formal dan/atau 

pelatihan yang diadakan oleh pemerintah 

atau badan swasta; f. pencabutan surat izin 

mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat 

tindak pidana. 

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan 

paling lama 1 (satu) tahun. 

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum 

dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana 

diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 7 (tujuh) tahun. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal 82 Ayat (1) huruf (b) Yang 

�]u�l�µ�� ��vP�v� _��vÇ���Z�v� l������

����}��vP_� ���o�Z� ��vÇ���Z�v� l������ }��vP�

dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, 

dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta 

dipercaya oleh Anak. Huruf c Tindakan ini 

diberikan kepada Anak yang pada waktu 

melakukan tindak pidana menderita gangguan 

jiwa atau penyakit jiwa. Huruf (g) Yang 

�]u�l�µ�� ��vP�v_� �����]l�v akibat tindak 

�]��v�_�u]��ovÇ��u�u�����]l]�l��µ��l�v�Ç�vP�

disebabkan oleh tindak pidananya dan 

memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum 

terjadinya tindak pidana. 

Pasal 83 ayat: 

(1) Tindakan penyerahan Anak kepada 

seseorang dilakukan untuk kepentingan 

Anak yang bersangkutan. 

(2) Tindakan perawatan terhadap Anak 

dimaksudkan untuk membantu orang 

tua/Wali dalam mendidik dan memberikan 

pembimbingan kepada Anak yang 

bersangkutan. 

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen 

karena tujuannya adalah untuk mendidik 

kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini 

lebuh menekankan nilai-nilai kemanusiaan 

dalam reformasi dan pendidikan kembali 

pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat 

penting karena hanya dengan cara ini, pelaku 

dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan 

itu bertentangan dengan nilai-nilai 

kemanusiaan.
6
 

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-

undangan pidana bukanlah sekedar masalah 

teknis perundang-undangan semata, melainkan 

bagian tak terpisahkan dari substansi atau 

materi perundang-undangan itu sendiri. 

Artinya, dalam hal menyangkut masalah 

penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi 

harus dipahami secara komprehensif baik 

segala aspek persoalan substansi atau materi 

perundang-undangan pada tahap kebijakan 

legislasi.
7
 Bahwa sanksi dalam hukum pidana 

adalah merupakan reaksi atas pelanggaran 

hukum yang telah ditentukan undang-undang, 

mulai dari penahanan, penuntutan sampai, 

sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. 

Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting 

dari setiap undang-undang adalah menentukan 

sistem hukum yang dianutnya. Masalah 

kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam 

hukum pidana, tidak terlepas dari masalah 

penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam 

pemidanaan.
8
  Perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat 

                                                           
6

Whimbo Pitoyo, Panduan Praktisi Hukum 

Ketenagakerjaan, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. 

Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 91. 
7
Ibid, hal. 91 

8
 Ibid, hal. 92. 
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak).  

Perlindungan khusus adalah perlindungan 

yang diberikan kepada anak dalam situasi 

darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, 

anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 

anak yang dieksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, 

anak yang menjadi korban penyalahgunaan 

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya (napza), anak korban penculikan, 

penjualan, perdagangan, anak korban 

kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang 

menyandang cacat, dan anak korban perlakuan 

salah dan penelantaran (Pasal 1 angka 15 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).  

Pasal 2: Penyelenggaraan perlindungan anak 

berasaskan Pancasila dan berlandaskan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip 

dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :  

a. non diskriminasi;  

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;  

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 

perkembangan; dan  

d. penghargaan terhadap pendapat anak.  

Pasal 3: Perlindungan anak bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia 

yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 

sejahtera. 

Pasal 16 ayat: 

(1) Setiap anak berhak memperoleh 

perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman 

yang tidak manusiawi. 

(2)  Setiap anak berhak untuk memperoleh 

kebebasan sesuai dengan hukum. 

(3)  Penangkapan, penahanan, atau tindak 

pidana penjara anak hanya dilakukan 

apabila sesuai dengan hukum yang berlaku 

dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya 

terakhir. 

Pasal 17 ayat:  

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya 

berhak untuk : 

a. mendapatkan perlakuan secara 

manusiawi dan penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa;  

b. memperoleh bantuan hukum atau 

bantuan lainnya secara efektif dalam 

setiap tahapan upaya hukum yang 

berlaku; dan  

c. membela diri dan memperoleh 

keadilan di depan pengadilan anak yang 

objektif dan tidak memihak dalam 

sidang tertutup untuk umum.  

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau 

pelaku kekerasan seksual atau yang 

berhadapan dengan hukum berhak 

dirahasiakan. 

Pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban 

atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan 

bantuan hukum dan bantuan lainnya. 

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan 

Pemerintah. Pasal 21: Negara dan pemerintah 

berkewajiban dan bertanggung jawab 

menghormati dan menjamin hak asasi setiap 

anak tanpa membedakan suku, agama, ras, 

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan 

bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran 

anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. 

Pasal 22: Negara dan pemerintah 

berkewajiban dan bertanggung jawab 

memberikan dukungan sarana dan prasarana 

dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 

Pasal 23 ayat: 

(1)  Negara dan pemerintah menjamin 

perlindungan, pemeliharaan, dan 

kesejahteraan anak dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban orang 

tua, wali, atau orang lain yang secara 

hukum bertanggung jawab terhadap anak. 

(2)  Negara dan pemerintah mengawasi 

penyelenggaraan perlindungan anak. 

Pasal 24: Negara dan pemerintah menjamin 

anak untuk mempergunakan haknya dalam 

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia 

dan tingkat kecerdasan anak. Pasal 25: 

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat 

terhadap perlindungan anak dilaksanakan 

melalui kegiatan peran masyarakat dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak. 

Pasal 64  ayat:  
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(1)  Perlindungan khusus bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak 

yang berkonflik dengan hukum dan anak 

korban tindak pidana, merupakan 

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah 

dan masyarakat.   

(2)  Perlindungan khusus bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 

melalui :   

a. perlakuan atas anak secara manusiawi 

sesuai dengan martabat dan hak-hak 

anak;    

b. penyediaan petugas pendamping 

khusus anak sejak dini;    

c. penyediaan sarana dan prasarana 

khusus;    

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk 

kepentingan yang terbaik bagi anak;    

e. pemantauan dan pencatatan terus 

menerus terhadap perkembangan anak 

yang berhadapan dengan hukum;    

f. pemberian jaminan untuk 

mempertahankan hubungan dengan 

orang tua atau keluarga; dan    

g. perlindungan dari pemberitaan 

identitas melalui media massa dan 

untuk menghindari labelisasi.    

(3)  Perlindungan khusus bagi anak yang 

menjadi korban tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 

melalui : 

a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga 

maupun di luar lembaga;    

b. upaya perlindungan dari pemberitaan 

identitas melalui media massa dan 

untuk menghindari labelisasi;    

c. pemberian jaminan keselamatan bagi 

saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, 

mental, maupun sosial; dan    

d. pemberian aksesibilitas untuk 

mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara.    

Dasar pertimbangan diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor Undang-Undang 12 

Tahun 19995 tentang Pemasyarakatan, 

�]vÇ���l�vW�^D�v]u��vP_W 

a.  bahwa pada hakikatnya Warga Binaan 

Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber 

daya manusia harus diperlakukan dengan 

baik dan manusiawi dalam satu sistem 

pembinaan yang terpadu; 

b.  bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan 

Pemasyarakatan berdasarkan sistem 

kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem 

pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang 

merupakan bagian akhir dari sistem 

pemidanaan; 

c.  bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, merupakan 

rangkaian penegakan hukum yang bertujuan 

agar Warga Binaan Pemasyarakatan 

menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, 

dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 

dalam pembangunan, dan dapat hidup 

secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab. 

Secara khusus perlndungan terhadap pelaku 

tindak pidana bukan dalam pengertian secara 

keseluruhan, melainkan hanya terbatas pada 

proses pemeriksaan (penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan dan sidang pengadilan). Haruslah 

diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan 

hak asasinya dan berat ringannya hukuman di 

dasarkan pada tingkat kesalahan kepribadian 

dan kualitas perbuatannya.
9
  

Penegakan hukum termasuk di dalamnya 

hukum hak asasi manusia pada intinya adalah 

serangkaian kegiatan untuk menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengenjawatankannya dengan sikap dan tidak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap 

akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian dalam pergaulan 

hidup. Penegakan hukum adalah tindakan yang 

dilakukan secara tegas dan lugas, tetapi bersifat 

manusiawi berdasarkan atas keadilan dan 

kebenaran dalam rangka mewujudkan 

ketertiban dan kepastian hukum termasuk 

meningkatkan tertib sosial yang dinamis.
10

 

                                                           
9

Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, 

(Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para 

Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi 

Dapat Sebagai Pedoman, Cetakan 1, CV. Mandar Maju, 

Bandung, 1999, hal. 23. 
10

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. 

Cet.4, Jakarta. 2002, hal. 8. 
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Sebagai salah satu perwujudan dari 

komitmen pemerintah Indonesia dalam 

upayapemajuan dan perlindungan hak asasi 

manusia di tanah air. Pemerintah Indonesia 

pada tanggal 28 September 1998 telah 

meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan 

dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang 

kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan 

Martabat Manusia (Convention Against Torture 

and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment of Punishment) dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

1998 Ratifikasi Konvensi tersebut merupakan 

salah satu pelaksanaan program kegiatan 

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

(RANHAM) 1998-2003.  

 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Pemberlakuan sanksi pidana dalam perkara 

anak menurut Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana 

anak, yaitu pidana pokok berupa pidana 

peringatan; pidana dengan syarat yang 

terdiri dari: (pembinaan di luar lembaga; 

pelayanan masyarakat atau pengawasan), 

pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, 

dan penjara. Pidana tambahan terdiri atas: 

perampasan keuntungan yang diperoleh dari 

tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban 

adat. Apabila dalam hukum materiil diancam 

pidana kumulatif berupa penjara dan denda, 

pidana denda diganti dengan pelatihan 

l��i�Xz�vP� �]u�l�µ�� ��vP�v� ^l�Á�i]��v�

����_� ���o�Z� ��v��� ��au tindakan yang 

harus dipenuhi berdasarkan norma adat 

setempat yang tetap menghormati harkat 

dan martabat Anak serta tidak 

membahayakan kesehatan fisik dan mental 

Anak. 

2. Pemberlakuan sanksi tindakan yang dapat 

dikenakan pada anak menurut sistem 

peradilan pidana anak menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak 

meliputi: pengembalian kepada orang 

tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; 

perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di 

                                                                                       
 

LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan 

formal dan/atau pelatihan yang diadakan 

oleh pemerintah atau badan swasta; 

pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 

perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan 

sebagaimana dimaksud perawatan di LPKS; 

kewajiban mengikuti pendidikan formal 

dan/atau pelatihan yang diadakan oleh 

pemerintah atau badan swasta; pencabutan 

surat izin mengemudi dikenakan paling lama 

1 (satu) tahun. Semua sanksi Tindakan dapat 

diajukan oleh Penuntut Umum dalam 

tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam 

dengan pidana penjara paling singkat 7 

(tujuh) tahun. 

  

B. SARAN 

1. Sanksi pidana dalam perkara anak menurut 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang sistem peradilan pidana anak perlu 

diberlakuan dengan tidak melanggar harkat 

dan martabat Anak dan bagi Anak yang telah 

mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 

dengan 18 (delapan belas) tahun dapat 

dijatuhi tindakan dan pidana. Hakim perlu 

mempertimbangkan dengan cermat untuk 

tidak menjatuhkan pidana atau hanya 

dikenakan sanksi tindakan dari segi keadilan 

dan kemanusiaan berdasarkanringannya 

perbuatan, keadaan pribadi anak, atau 

keadaan pada waktu dilakukan perbuatan 

atau yang terjadi kemudian. 

2. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan pada 

anak menurut sistem peradilan pidana anak 

hanya khusus bagi Anak yang masih 

berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun. 

Diperlukan pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan pelaksanaan sanksi tindakan 

terhadap Anak dilakukan oleh Kementerian 

Hukum dan HAM dan Komisi Nasional 

Perlindungan Anak.  
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